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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan, 
sistem perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, kecurangan, ketepatan pengalokasian, 
dan money ethics mengenai persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan 
pajak.Jumlah sampel dalam penelitian adalah 130 wajib pajak orang pribadi. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dengan metode convenience 
sampling. Analisis data dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan 
program SPSS 20. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan, 
diskriminasi, dan kecurangan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan 
pajak, sedangkan variabel keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, dan 
money ethics tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap etika penggelapan 
pajak. 





This study aims to examine and analyze the effect of justice, taxation system, 
tax rates, discrimination, fraud, the accuracy of the allocation, and money ethics 
regarding the perception of the taxpayer against the ethics of tax evasion.The 
number of samples in the study were 130 individual taxpayers. The sampling 
technique in the study by convenience sampling method.Analysis of the data in 
this study aided by using SPSS 20. The data analysis method used is multiple 
linear regression.The results showed that the variables of the system of taxation, 
discrimination, and cheating a significant effect on the ethics of tax evasion, while 
the variable justice, tax rates, the accuracy of the allocation, ethics and money 
has no effect and no significant effect on the ethics of tax evasion. 
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1. PENDAHULUAN 
Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang perlu menyusun dan 
menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat baik berupa 
pembangunan secara fisik maupun non fisik. Dalam rangka membiayai 
pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah terus meningkatkan penerimaan 
dari sektor pajak. 
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Belum optimalnya penerimaan pajak di negara berkembang, khususnya 
Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi 
perpajakan. Administrasi  perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat 
penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), dan korupsi 
pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tax gap, yaitu selisih antara kewajiban 
pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar. Untuk itu, meskipun 
penerimaan pajak dari tahun ketahun semakin meningkat, tetapi tidak menutup 
kemungkinan bahwa akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh penggelapan 
pajak yang dilakukan. 
Fakta di lapangan menunjukkan dimana fenomena saat ini pendapatan 
pemerintah dari sektor pajak belum maksimal. Pada tahun 2010 target penerimaan 
pajak Rp 743 triliun, yang terealisasi hanya 97,3% atau sebesar Rp 723 triliun, 
tahun 2011 target sebesar Rp 879 triliun, yang terealisasi hanya 99,4% atau 
sebesar Rp 874 triliun, tahun 2012 dari 1.016 triliun yang ditargetkan hanya 
terealisasi Rp 981 triliun atau 96,4% saja, di tahun 2013 pun sama target Rp 1.148 
triliun yang terealisasi hanya Rp 1.077 triliun atau prosentasenya sebesar 93,8%, 
target penerimaan 2014 sebesar Rp 1.246 triliun hanya terealisasi Rp 1.143 triliun 
atau sebesar 91,7%. Hal ini membuktikkan bahwa upaya pemerintah untuk 
meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak masih kurang. Masyarakat 
masih beranggapan bahwa membayar pajak adalah sebuh beban yang dapat 
mengurangi pendapatan mereka. 
Berdasarkan data dari Dirjen Pajak, pada tahun 2011 ditemukan 23 kasus 
dengan kerugian Rp194 miliar, tahun 2012 terdapat kasus dengan kerugian Rp 
326 miliar, serta tahun 2013 ditemukan 20 kasus dengan kerugian negara 
mencapai Rp 239 miliar. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa praktek penggelapan 
pajak telah dilakukan dari tahun ketahun. 
Menurut Hartman ( 2008:27), banyaknya skandal dan kekacauan yang terjadi 
di institusi dan individu dalam bidang perpajakan merupakan akibat dari 
kegagalan etis/ethical failure. Semua orang  (pada posisi manapun) di sebuah 
institusi selalu menemui masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis. 
Dalam hal ini tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan 
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yang etis dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran 
hukum WP terhadap tindakan tersebut. 
 
2. METODE 
2.1 Populasi dan Sampel Penelitian 
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode convenience 
sampling, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan 
memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk 
diukurnya dan bersifat kooperatif. Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena 
pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan 
peneliti dalam penggumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. 
2.2 Variabel Dependen 
2.2.1 Etika penggelapan pajak 
Etika penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak benar yang dilakukan 
WP yang melanggar suatu peraturan dalam lingkup perpajakan yang dilakukan 
WP terhadap kewajiban dalam perpajakan. Variabel ini diukur dengan instrumen 
pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan lima skala likert. Untuk setiap 
pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 
4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju 
(TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).” 
2.3 Variabel Independen 
2.3.1 Keadilan 
Menurut Siahaan (2010:112) keadilan adalah pemungutan pajak yang 
dilakukan oleh negara sesuai dengan kemampuan membayar dan penghasilan WP. 
Variabel ini diukur dengan instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan 
lima skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 
untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” 
skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).” 
2.3.2 Sistem Perpajakan 
Menurut Jogiyanto (2005:5) system perpajakan merupakan keseluruhan 
yang terpadu dari satu kegiatan perpajakan yang berkaitan satu sama lain untuk 
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mencapai tujuan dalam perpajakan itu sendiri. Variabel ini diukur dengan 
instrument pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan lima skala likert. Untuk 
setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “SangatSetuju (SS),” 
skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju 
(TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).” 
2.3.3 Tarif Pajak 
MenurutAris (2014:17) tariff pajak adalah presentase untuk menghitung 
besarnya pajak terutang (pajak yang harusdibayar), besarnya tariff dalam undang-
undang pajak tidak selalu ditentukan secara nilai persentase tetapi bias dengan 
nilai nominal.Variabel inidiukur dengan instrument pengukuran dalam bentuk 
kuesioner dengan lima skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau 
jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 
3 untuk “Netral (N),” skor2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat 
Tidak Setuju (STS).” 
2.3.4 Diskriminasi  
Menurut Danandjaja (2003:18) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak 
seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya 
bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, 
kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.Variabel ini diukur 
dengan instrument pengukuran dalam bentuk kuesioner denganlima skala likert. 
Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat 
Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk 
“Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).” 
2.3.5 Kecurangan  
Menurut Ardyaksa (2014:477) kemungkinan terdeteksinya kecurangan 
adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan 
pemeriksaan pajak.Variabel ini diukur dengan instrument pengukuran dalam 
bentuk kuesioner dengan lima skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau 
jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 
3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat 
Tidak Setuju (STS).” 
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2.3.6 Ketepatan Pengalokasian  
Menurut Hastuti (2010:16) ketepatan pengalokasian merupakan tolok ukur 
seberapa tepat APBN dialokasikan dalam pembangunan.Variabel ini diukur 
dengan instrument pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan lima skala likert. 
Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat 
Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk 
“Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).” 
2.3.7 Money Ethics 
Menurut Rosianti (2014:3) money ethics adalah seseorang yang memiliki 
kecintaan sangat tinggi terhadap uang. Variabel ini diukur dengan instrument 
pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan lima skala likert. Untuk setiap 
pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 
4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju 
(TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).” 
2.4 Metode Analisis Data 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi 
berganda yang bertujuan untuk menguji apakah keadilan, sistem perpajakan, tarif 
pajak, diskriminasi, kecurangan, ketepatan pengaloaksian, dan money ethics 
berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Sebelum dilakukan uji hipotesis, 
maka dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan 
uji heterokedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji ketetapan uji f, uji determinasi 
(R
2
) dan uji t. Setelah uji asumsi klasik dan uji ketetapan, maka selanjutnya 
dilakukan uji hipotesis, model persamaan regresi sebagai berikut.  
Y= β0 + β1 K+ β2 SP + β3 TP+ β4 DK + β5 KTK+ β6 KP+ β7 ME+  
Keterangan:  
Y            = Tax Evasion  
ß 0          = Bilangan konstanta  
ß1 ... ß 4 = Koefisien arah regresi  
K             = Keadilan  
SP           = Sistem Perpajakan 
TP           = Tarif Pajak 
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DK            = Diskriminasi 
KTK         = Kecurangan 
KP            = Ketepatan Pengalokasian 
ME           = Money Ethics 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Uji Validitas 
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertnyaan untuk variabel 
keadilan, sistem perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, kecurangan, ketepatan 
pengalokasian, money ethics dan etika penggelapan pajak mempunyai nilai 
probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian berarti bahwa semua item 
pertanyaan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid. 
3.2 Hasil Uji Reliabilitas 
Hasil uji reliabilitas mennjukkan bahwa seluruh item pernyataan dari masing-
masing variabel dalam penelitian ini adalah reliabel. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 
cronbach’s alpha dari masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,60. 
3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 
Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan melihat nilai Kolmogorov-
Smirnov dengan nilai signifikansi (p value) sebesar 0,912 > 0,05. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena 
memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan data penelitian terdistribusi 
secara normal. Hasil uji multikolinearitas menujukkan bahwa masing-masing 
variabel bebas mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih 
besar dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas 
dalam model regresi, sehingga memenuhi syarat analisis regresi. Hasil uji 
heterokedastisitas bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap 
variabel tidak mengandung adanya heterokedastisitas, sehingga memenuhi 





3.4 Pembahasan  
3.4.1 Pengaruh Keadilan Terhadap Etika Penggelapan Pajak 
Hasil penelitian menujukkan nilai thitung sebesar 0,601 dengan p = 0,549. 
Oleh karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel (0,601 < 1,658) dan probabilitas 0,549 
> 0,05, maka Ha ditolak. Artinya keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
etika penggelapan pajak, sehingga H1 ditolak kebenarannya. Semakin tinggi 
keadilan dalam suatu negara tidak mempengaruhi persepsi WP dalam memandang  
penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis 
3.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak 
Hasil penelitian menujukkan nilai thitung sebesar 2,531 dengan p = 0,014. 
Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,531 > 1,658) dan probabilitas 0,014 
< 0,05, maka Ha diterima. Artinya sistem perpajakan berpengaruh signifikan 
terhadap etika penggelapan pajak, sehingga H2 diterima kebenarannya. Semakin 
baik sistem perpajakan yang berlaku dalam suatu negara, maka semakin rendah 
persepsi WP mengenai penggelapan pajak yang dianggap etis.   
3.4.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak 
Hasil penelitian menujukkan nilai thitung sebesar 0,067 dengan p = 0,946. 
Oleh karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel (0,067 < 1,658) dan probabilitas 0,946 
> 0,05, maka Ha ditolak. Artinya tarif pajak tidak berpengaru signifikan terhadap 
etika penggelapan pajak, sehingga H3 ditolak kebenarannya. Semakin tinggi tarif 
pajak dalam suatu negara tidak mempengaruhi persepsi WP terhadap etika 
penggelapan pajak. 
3.4.4 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak  
Hasil penelitian menujukkan nilai thitung sebesar 3,720 dengan p = 0,000. 
Oleh karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel (3,720 > 1,658) dan probabilitas 0,000 
< 0,05, maka Ha diterima. Artinya diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap 
etika penggelapan pajak, sehingga H4 diterima kebenarannya. Semakin banyak 
bentuk diskriminasi dalam peraturan perpajakan yang berlaku, maka WP memiliki 





3.4.5 Pengaruh Kecurangan Terhadap Etika Penggelapan Pajak 
Hasil penelitian menujukkan nilai thitung sebesar (-2,825) dengan p = 0,006. 
Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (-2,825 > 1,658) dan probabilitas 
0,006 < 0,05, maka Ha diterima. Artinya kecurangan berpengaruh signifikan 
terhadap etika penggelapan pajak, sehingga H5 diterima kebenarannya. Semakin 
baik terdeteksinya kecurangan, maka semakin tidak etis perilaku penggelapan 
pajak.  
3.4.6 Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Terhadap Etika Penggelapan Pajak 
Hasil penelitian menujukkan nilai thitung sebesar 0,829 dengan p = 0,409. 
Oleh karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel (0,829 < 1,658) dan probabilitas 0,409 
> 0,05, maka Ha ditolak. Artinya ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh 
terhadap etika penggelapan pajak, sehingga H6 ditolak kebenarannya. Semakin 
pemanfaatan pajak untuk kepentingan publik dianggap tidak tepat oleh persepsi 
WP, maka semakin tinggi penggelapan pajak.   
3.4.7 Pengaruh Money Ethics Terhadap Etika Penggelapan Pajak 
Hasil penelitian menujukkan nilai thitung sebesar 0,642 dengan p = 0,523. 
Oleh karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel (0,642 < 1,658) dan probabilitas 0,523 
> 0,05, maka Ha ditolak. Artinya money ethics tidak berpengaruh signifikan 
terhadap etika penggelapan pajak, sehingga H7 ditolak kebenarannya. Semakin 
rendah kecintaan seseorang terhadap uang, maka semakin rendah penggelapan 
pajak dan tindakan tersebut tidak etis.  
 
4. PENUTUP  
4.1 Simpulan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajaka, diskriminasi, 
kecurangan, berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan 
keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, dan money ethics tidak 
berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak  
4.2 Implikasi 
Implikasi pada penelitian ini didasarkan dari kesimpulan bahwa pemerintah 
harus lebih baik dalam mengawasi, mengakomodir, mendistribusikan dan 
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mengolah dana pajak yang ada, sehingga tercipta suatu keadaan yang harmonis 
dan stabil dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. 
4.3 Keterbatasan 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan kuesioner, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol responden 
dalam menjawab instrumen penelitian, selain itu,  penelitian ini hanya menguji 
pengaruh keadilan, sistem perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, kecurangan, 
ketepatan pengalokasian, dan money ethics terhadap persepsi WP mengenai etika 
penggelapan pajak. Hal ini terbukti dari nilai adjusted R square hanya sebesar 
24,9% jadi masih ada 75,1% dipengaruhi faktor lain diluar penelitian dan ruang 
lingkup penelitian ini hanya dilakukan di KPP Pratama Surakarta, sehingga hasil 
penelitian ini kurang maksimal dan tidak dapat digeneralisasi. 
4.4 Saran 
Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta keterbatasan dalam penelitian, 
sehingga saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut: 1. Pengukuran 
variabel selain dengan menggunakan kuesioner, perlu diperkuat dengan 
wawancara sehingga data yang diperoleh dari responden akan lebih valid. 2. 
Penelitian berikutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat 
mempengaruhi persepsi WP terhadap etika penggelapan pajak seperti teknologi 
dan informasi perpajakan, norma dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus. 3. 
Penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian lebih dari dari satu 
KPP Pratama di luar kota Surakarta, agar hasil penelitian dapat digeneralisasi 
untuk ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat memperkuat validitas 
eskternal yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut. 
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